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A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan pada bidang teknologi semakin kompleks dalam era globalisasi saat ini. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintahan setiap negara yang harus memenuhi tuntutan perubahan setiap lini pemerintahan. Pemerintah Indonesia kini berupaya untuk meningkatkan segala aspek bidang teknologi, dari atas sampai bawah.  Seperti halnya pada perkembangan teknologi akuntansi dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kecerdasan dan pengetahuan yang meningkat, masyarakat cenderung menuntut lebih atas layanan publik. Untuk menyediakan layanan berbasis teknologi informasi, pemerintah harus memperbaiki proses bisnis untuk membuatnya lebih cepat, mudah, dan murah namun tetap mempertahankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, peran akuntansi dalam mewujudkan good governance berfokus dalam menciptakan sistem birokrasi yang handal dan transparan. Dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik membutuhkan akuntabilitas pemerintahan yang efektif serta dapat memberikan pelayanan publik dalam suatu sistem yang demokratis. Otonomi daerah diperlukan untuk membangun sistem keuangan daerah yang mampu memenuhi kebutuhan ini. Untuk mencapai hasil tersebut, pengelolaan keuangan daerah harus efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Akuntabilitas memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik yang memadai ke arah pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas bukanlah konsep baru di Indonesia, hampir semua lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas, terutama saat menjalankan fungsi administrasi.
Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab akuntabilitas publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, sehingga disinilah dampak strategisnya  pada  peran  pengawasan dan  juga  peran  instansi  atau  SKPD dapat terlihat (Jamanson Sinaga, 2005). Saat ini alokasi transfer ke daerah terus meningkat, hal ini tercermin dari total realisasi dalam rangka pelaksanaan otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal pada tahun 2024 sebesar Rp857,89 triliun, lebih tinggi dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar Rp814,72 triliun. Namun, jumlah dana yang terus meningkat dan kewenangan manajemen yang semakin besar tidak sebanding dengan kapasitas daerah untuk mengelolanya. Banyak temuan BPK menunjukkan bahwa daerah gagal mengelola anggaran. Berdasarkan ringkasan pendapatan dan belanja rancangan APBD Kabupaten Wonogiri 2022 setelah dievaluasi Gubernur Jawa Tengah, jumlah pendapatan senilai Rp2.198.134.332.793 , sedangkan total belanja mencapai Rp2.293.573.309.945. Dengan begitu, terdapat defisit senilai Rp95.438.977.152. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri memberi saran, usul, dan rekomendasi kepada Pemkab Wonogiri untuk mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran. Pemkab Wonogiri diharapkan untuk segera menindaklanjuti pelaksanaan APBD dengan mendasarkan peraturan penatausahaan keuangan sehingga pelaksanaannya dapat terealisasikan. Setiap organisasi perangkat daerah juga diminta menjaga kualitas hasil dari setiap kegiatan sesuai regulasi sehingga tidak ada masalah di kemudian hari (https://solopos.espos.id). 
Meskipun terdapat permasalahan dalam pengelolaan APBD, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil mempertahankan penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari BPK Perwakilan Jawa Tengah. Sembilan kali berturut-turut sejak 2015, Kabupaten Wonogiri berhasil memperoleh opini WTP. Meskipun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bebas dari kesalahan atau kelemahan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri tercatat memperoleh empat catatan yang masih perlu diperkuat guna meningkatkan kinerja manajemen dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah meliputi regulasi, faktor sumber daya manusia, perkembangan teknologi, dan dukungan stakeholder. Selain itu, Badan Pemerika Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di 5 Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan dari BPK tersebut diantaranya yaitu, a) Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) belum optimal, sehingga mengakibatkan penetapan pajak belum mencakup seluruh potensi pajak daerah, b) Penatausahaan Persediaan pada lima OPD tidak tertib, sehingga mengakibatkan saldo akhir persediaan pada Berita Acara stock opname per 31 Desember 2021 pada lima OPD tidak sesuai dengan barang persediaan yang dimiliki (https://wonogirikab.go.id).
Agar terwujudnya suatu tata kelola yang baik di pemerintahan baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, maka pemerintah telah mengeluarkan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  beserta peraturan-peraturannya (Indra Firmansyah, Rani Tarida Sinambela : 2020 ).
Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan kinerja yang berkaitan dengan aspek keuangan dalam jangka waktu tertentu kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini harus menyajikan semua informasi keuangan yang diperlukan oleh pengguna. Selain itu, informasi yang disajikan harus berkualitas tinggi dan dapat menjadi acuan bagi auditor dalam memberikan penilaian atau opini mereka (Indra Firmansyah, Rani Tarida Sinambela : 2020 ).
Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal maupun internal lembaga/instansi. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat di operasikan tanpa menggunakan komputer, akan tetapi keterlibatan komputer dalam menangani tugas -tugas manusia dalam suatu sistem memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kelancaran sebuah sistem, sehingga informasi sangat dibutuhkan pihak manajemen dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu ( Hasanah Siregar : 2021 ). Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian terkait dengan pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap  Kualitas Laporan Keuangan. Yuniar Putri Puspitaningrum (2024) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Frista Chairina, Tineke Wehartaty (2019) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Terwujudnya laporan keuangan yang andal menuntut pemerintah untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam SAP No. 1 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh semua pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah tetapi yang paling penting penyajian laporan keuangan pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian yang dilakukan oleh RA Sasqia Maharani Surbakti, Silviana (2024) dan Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, Nekky Rahmiyati (2024) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh posotif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan kinerja laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) Terkait dengan catatan keuangan, (2) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) Memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknyajika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik (Gerry, 2013). Siti Hasanah, Rumondang Sari Siregar (2021) telah menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Indra Firmansyah, Rani Tarida Sinambela (2020) mengemukakan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Berdasarkan uraian diatas yang telah mencakup pembahasan dan fenomena yang ada secara tersirat maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN” (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Wonogiri).
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah Penelitian
1. Rumusan Masalah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat diperlukan bagi publik untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pemerintah daerah. Untuk menghasilkan informasi laporan keuangan berkualitas sesuai dengan kriteria kualitas laporan keuangan menurut PP.No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia, perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
a. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota Wonogiri?
b. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota Wonogiri?
c. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota Wonogiri?
2. Batasan Masalah
Batasan masalah dilakukan untuk mencegah interpretasi masalah yang lebih luas sehingga penelitian lebih fokus dan terarah pada tujuan. Jadi, untuk menentukan konsep utama dari masalah, ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk menetapkan batas-batas objek. Penelitian ini terbatas pada beberapa ruang lingkup yaitu :
a. Penelitian ini menguji variabel Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
b. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh pegawai bagian keuangan.
c. Penelitian ini hanya pada Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Wonogiri.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Penulis ingin mengetahui dan membuktikan secara empiris bahwa :
a. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
b.  Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
c. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis. Uraian manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Manfaat Teoritis :
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan keilmuan dibidang akuntansi, terutama dalam membuktikan teori-teori yang melandasi penelitian. Penelitian ini didasari oleh teori agensi yang menjadi landasan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menciptakan laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. 
b. Manfaat Praktis : 
1) Bagi Peneliti
Untuk melengkapi penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya dan membuktikan apakah dengan variabel yang lebih spesifik akan tetap mendukung hasil dari penelitian sebelumnya atau dapat memberikan hasil yang berbeda. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kota Wonogiri.

2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan sistem informasi akuntansi dapat diterapkan kegiatannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris bahwa Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern saling berkaitan terhadap kualitas laporan keuangan.
3) Bagi Akademisi
Menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga akan menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Dharma AUB Surakarta.
D. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab. Penjelasan masing-masing bab dapat di uraikan sebagai berikut :
BAB	I	: Pendahuluan
Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
BAB	II	: Landasan Teori
Bab ini menguraikan tentang beberapa teori mengenai variabel-variabel yang diteliti seperti Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Intern, didukung dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
BAB	III	: Metode Penelitian
Memuat variabel-variabel penelitian beserta lokasi penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB	IV	: Analisis Data dan Pembahasan
Menguraikan isi pokok dari penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan serta implikasi penelitian sehingga dapat diketahui hasil analisis yang diteliti mengenai hasil pembuktian hipotesis. Sampai dengan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
BAB	V	: Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran kepada pihak terkait mengenai dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
E. Landasan Teori
1. Teori Pelaporan Keuangan
a. Pelaporan keuangan
Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. Neraca dengan demikian meringkas posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dengan menampilkan aktiva, utang, dan modal serta hubungan antar akun tersebut. Pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan sekaligus tetapi juga cara-cara baik dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang sudah diberikan oleh sistem akuntansi yaitu informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan dan lain-lain (Yadiati, Winwin: 2007).
b. Tujuan Pelaporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan yang relevan objektif dan informative yang digunakan untuk memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan selain itu juga untuk melakukan penafsiran mengenai transaksi-transaksi bisnis yang berguna untuk memprediksi, membandingkan earning power tersebut. Informasi yang diperlukan untuk penafsiran dan prediksi tersebut kadangkala bersifat subyektif, oleh karena itu asumsi-asumsi yang digunakan memberi evaluasi dan prediksi tersebut harus diungkapkan (Yadiati, Winwin:2007).

c. Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara atau daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Mahmudi :2016). Sedangkan menurut Baridwan (2004)  Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan.
d. Jenis-jenis Laporan Keuangan
1) Neraca 
Neraca adalah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan suatu entitas, yang menunjukkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal pemegang saham, serta menggambarkan keadaan keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu.
2) Laporan Perubahan Posisi Keuangan
Laporan perubahan posisi keuangan terdiri dari dua jenis, yaitu laporan perubahan modal kerja dan laporan arus kas. Laporan perubahan modal kerja menyajikan informasi mengenai asset lancar dan kewajiban lancar, sedangkan laporan arus kas mencakup semua penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dalam satu entitas selama periode tertentu.
3) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan ini bergantung pada kebijakan akuntansi yang diterapkan saat menyusun laporan keuangan dan memberikan rincian tambahan mengenai beberapa elemen dalam laporan tersebut. Contohnya termasuk laporan harga pokok produksi, laporan perubahan modal atau laba ditahan, serta laporan kegiatan keuangan.
4) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan pemerintah mengenai indikasi penerimaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, laporan ini memungkinkan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan penghematan suatu kegiatan atau program sesuai dengan anggaran (APBN/APBD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan informasi tentang semua kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus atau defisit, serta dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan ini juga disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga hubungan antara laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca dapat dipertanggungjawabkan.
6) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal atau ekuitas dari tahun sebelumnya, surplus/defisit dari laporan operasional untuk periode yang bersangkutan, serta koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ini meliputi dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan kesalahan mendasar.
e. Kualitas Laporan Keuangan
(Hasanah Siregar : 2021) Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang.  Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Ukuran normatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan selaras dengan tujuannya harus sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu antara lain :
1) Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihunbungkan dengan maksud penggunaannya.
2) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna, jika dapat bdibandingkan dengan laporan keuangan periode selanjutnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan, bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan, bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2. Sistem Informasi Akuntansi
Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan  mengolah  data  menjadi  informasi,  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dan  pengawasan  pembuatan laporan  keuangan  suatu  organisasi. (Zamzami,  F.,  Nusa,  N.  D.,  &  Faiz,  2021). Sistem  Informasi Akuntansi  (SIA)  merupakan  suatu  kumpulan  media  peralatan  dan  sumber  daya  yang sedemikian rupa dirancang untuk mengumpulkan dan mengubah data keuangan perusahaan menjadi informasi akuntansi yang akan disajikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan (Yuniar Puspita Ningrum : 2024).
Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntasi adalah suatu subsistem dari sistem untuk menyediakan informasi keuangan yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan non-keuangan sehingga menjadikan sebuah laporan akuntansi yang dibutuhkan perusahaan dalam pengambilan keputusan.
Fungsi sistem informasi akuntansi menurut James A. Hall (2007) adalah:
a. Pekerjaan yang sifatnya yang berulang dapat diminimalisir.
b. Sistem penyimpanan data menjadi lebih sistematis.
c. Mengurangi tingkat kesalahan.
d. Pekerjaan menjadi lebih mudah karena Sistem Informasi Akuntansi sudah berjalan. Dalam hal ini akuntan hanya melakukan secara safing untuk membuktikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi sudah berjalan dengan benar.
Untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhan pihak eksternal maupun pihak internal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsinya. Sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang bergana. terutama dalam menunjang perencanaan dan pengendalian. Menurut Azhar Susanto (2008:8-11), tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:
a. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari.
b. Mendukung proses pengambilan keputusan.
c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal.
d. Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi.
e. Mengolah data transaksi.
f. Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang.
g. Memberi pemakai atau pemberi keputusan (manajemen) informasi yang mereka perlukan.
h. Mengontrol semua proses yang terjadi.
3. Sistem Akuntansi Pemerintahan
Laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan" yang selanjutnya disingkat SAP, adalah kumpulan ketentuan prinsip akuntansi terpilih yang mengatur dan atau menjelaskan laporan keuangan, serta pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan tertentu atau transaksi tertentu. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu Standar Akuntansi Pemerintahan juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia yaitu: 
a. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
b. Pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tidak berlaku lagi. Selain mengacu pada pedoman umum Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan sistem akuntansi pemerintah juga mengacu pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota, ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan keuangan daerah. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, 2005) adalah:
1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2) Standar Akuntansi Pemerintahan disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3) Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk:
a) Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.
b) Manajemen, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
c) Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders.
d) Keseimbangan antargenerasi, memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
4. Sistem Pengendalian Intern
Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisisen, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur-unsur pembentukan SPIP dalam sistem pengendalian intern antara lain: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, pemantauan pengendalian intern, informasi dan komunikasi.
Menurut Mulyadi (2010), sistem pengendalian intern adalah suatu struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern terdiri dari beberapa unsur pokok sebagai berikut:
a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
b) Sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.
Definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh penulis- penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) sebagai suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:
"Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: Effectiveness and efficiency of operations, Realibillty of Financial Reporting, Compliance with Applicable laws and regulations.”
Dapat dipahami bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini: (a) Efektivitas dan efisiensi operasi, (b) Keandalan pelaporan keuangan, (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Komponen pengendalian internal menurut COSO adalah:
a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 
Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh board.
b. Penaksiran Risiko (Risk Assessment) 
Mekanisme yang ditetapkan untuk mengindentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi beroperasi.
c. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
d. Informasi dan Komunikasi (Information and communication) Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.
e. Pemantauan (Monitoring)
Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.
Ada enam prinsip aktivitas pengendalian menurut Al Haryono Jusup (2013:6). Adapun enam prinsip tersebut  yaitu:
1) Penetapan tanggung jawab
2) Pemisahan tugas
3) Prosedur dokumentasi
4) Pengawasan fisik
5) Verifikasi internal secara independent
6) Pengendalian sumber daya manusia
F. Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, hasil dari penelitian terdahulu akan dijadikan bahan referensi dan perbandingan. Penelitian terdahulu sangatlah penting dan bermanfaat bagi penulis. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
	No.
	Peneliti
	Judul
	Metode Analisis
	Hasil

	1.
	Monika Muji Astuti,Rr. Supratningrum(2022)
	Pengaruh Penerapan SIA, SPI, dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Indojaya Group
	Regresi Linier Berganda
	Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Peran Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

	2.
	Oryza Ardhiarisca, Endro Sugiartono, Riza Puspita Sari
(2023)
	Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
	Regresi Linier Sederhana
	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

	3.
	Yuniar Putri P
(2024)
	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, SIA dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
	Regresi Linier Berganda
	Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

	4.
	Siti Hasanah, Tapi Rumondang Sari Siregar
(2021)
	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu
	Regresi Linier Berganda
	Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

	5.
	Ayu Pratiwi, Sari Maulida Vonna, dan Mastuti Harmi
(2022)
	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagan Raya
	Regresi Linier Sederhana
	Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

	6.
	Frista Chairina, Tineke Wehartaty
(2019)
	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKPD Kota Surabaya
	Regresi Linier Berganda
	Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

	7.
	Indra Firmansyah, Rani Tarida Sinambela
(2020)
	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
	Regresi Linier Sederhana
	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan  Keuangan.

	8.
	RA Sasqia Maharani Surbakti, Silviana
(2024)
	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual & Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota
	Regresi Linier Berganda
	Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

	9.
	Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, Nekky Rahmiyati
(2024)
	Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto
	Regresi Linier Berganda
	Penerapan Good Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkam Standar Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

	10.
	Carolus Askikarno P
(2019)
	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa)
	Regresi Linier Berganda
	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.




G. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka untuk lebih memperjelas akan pemikiran dalam penelitian untuk menjelaskan Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan, penulis menyatakan kerangka pemikiran sebagai berikut :
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Sumber : Frista Chairina, Tineke Wehartaty (2019), Monika Muji Astuti, Rr Supratiningrum (2022), Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, Nekky Rahmiyati (2024)
H. Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan sementara atas rumusan masalah suatu penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan kepada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.
a. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengelolaan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Frista Chairina, Tineke Wehartaty (2019), menemukan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman tersebut maka sistem informasi akuntansi menjadi suatu cara dalam memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data yang akurat, efisien,dan terjamin keamanannya, serta sebagai alat komunikasi antar manajemen secara cepat dan terkoordinasi sehingga dapat mentransformasikan data keuangan menjadi informasi berkualitas yang dibutuhkan. 
Temuan yang sama juga dijelaskan oleh Monika Muji Astuti, Rr Suprantiningrum (2022), Oryza Ardhiariscaa , Endro Sugiartonoa*, Riza Puspita Saria (2023).Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan SIA memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dibangunnya sistem informasi akuntansi, laporan keuangan bisa disampaikan tepat waktu, kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diminimalisir, dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan dapat ditingkatkan. Sistem informasi akuntansi dinilai mampu membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan standarisasi perusahaan untuk menggapai tujuan.
H1 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
b. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Standar akuntansi pemerintahan sebagai dasar atau pedoman dari penyusunan laporan keuangan pada pemerintah sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan karena standar yang harus dipenuhi oleh sebuah laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, selain itu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mengandung kejujuran artinya informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pemerintah yang mengelola dana masyarakat berisi informasi yang sebenar-benarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hasanah, Tapi Rumondang Sari Siregar (2021) menemukan hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan dirancang guna memenuhi semua berkas laporan pertanggungjawaban masalah keuangan daerah.
Temuan ini juga didukung oleh penelitian RA Sasqia Maharani Surbakti, Silviana (2024), Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, Nekky Rahmiyati (2024). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat ditentukan oleh ketepatan implementasi standar akuntansi pemerintahan dalam memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan daerah.
H2 : Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh setiap orang yang ada dalam organisasi, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan (Al Haryono Jusup, 2001:252). Penelitian yang dilakukan oleh Yuniar Putri Puspitaningrum (2024) menemukan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diterapkannya sistem pengendalian internal membuat manajemen akan lebih menekankan pentingnya sistem pengendalian internal dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya. Tujuan ini juga memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan patuh pada hukum dan peraturan, kebijakan dan prosedur perusahaan.
Temuan tersebut didukung oleh penelitian Carolus Askikarno P (2019), Indra Firmansyah dan Rani Tarida Sinambela (2020). Sistem pengendalian internal berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang dijalankan dengan baik dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang mendapatkan opini dari badan pemeriksa keuangan.
H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lingkup Kantor Dinas Kota Wonogiri. Objek penelitian ini adalah  karyawan bagian keuangan  pada Kantor Dinas Kota Wonogiri.
2. Desain Penelitian
Secara visual, desain penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut : 
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Sumber : Diolah oleh peneliti


3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Dalam konteks penelitian, variabel adalah aspek atau kondisi yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dimanipulasi, dikontrol, atau diamati. Di dalam penelitian ini terdapat dua kategori variabel yang digunakan yakni:
a. Variabel Dependent
1. Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas dan disimbolkan dengan Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan. Kualitas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang lengkap, transparan, dan mudah dipahami untuk menunjukkan kondisi perusahaan (Yuniar Putri, 2023). Kualitas informasi laporan keuangan dapat diukur dengan indikator menurut PP No. 71 tahun 2010, yaitu :
a) Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan
b) Ketepatan pelaporan keuangan
c) Kelengkapan  informasi yang disajikan
d) Penyajian secara jujur
e) Isi laporan keuangan dapat diverifikasi
f) Keakuratan informasi yang disajikan
g) Isi laporan keuangan dapat dibandingkan
h) Kejelasan informasi dalam laporan keuangan

b. Variabel Independent
Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat,yang dapat disimbolkan dengan X. Variabel Independet dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi (X1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) di Lingkup Kantor Dinas Kota Wonogiri.
1. Sistem Informasi Akuntansi (X1)
Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun diluar perusahaan (Sri Ratna, 2015). Menurut Susanti (2016), indikator Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut :
a) Sistem Informasi Akuntansi menyiapkan informasi yang akurat
b) Sistem Informasi Akuntansi mengolah data dengan prosedur
c) Sistem Informasi Akuntansi mempermudah pelaporan keuangan
2. Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)
Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, selain itu memuat standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan juga memuat langkah penyusunan laporan keuangan. Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP No. 71 tahun 2010 yaitu :
a) Relevan
b) Andal
c) Dapat dipahami
d) Dapat dibandingkan
3. Sistem Pengendalian Intern (X3)
Pengendalian intern akuntansi adalah bagian dari sistem pengendalian intern, yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi (Mulyadi, 2008). Sistem Pengendalian Intern dapat diukur dengan indikator menurut Susanti (2016), yaitu :
a) Pengendalian intern untuk mencapai tujuan
b) Pengendalian terstruktur
c) Mengevaluasi pelaporan keuangan
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek ( satuan-satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya akan diduga. Adapun populasi dari penelitian ini adalah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Wonogiri yang berjumlah 27 dengan 8.253 pegawai.
b. Sampel
Menurut Sugiyono (2011) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel juga bisa mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini penarikan sampel menggunakan teknik Purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan karyawan pada bagian tertentu. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 108 pegawai pada bagian keuangan. Kriteria penentuan sampel ini adalah (1) pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan (2) yang bersedia menjadi responden pada saat kuesioner disebar.
5. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dapat diperoleh dari data primer. Dimana dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh pegawai bagian keuangan SKPD Kota Wonogiri. Kuesioner yang disusun mengacu pada beberapa penelitian yang sudah ada.
6. Metode Pengumpulan Data
Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode survey dengan mengisi kuesioner yang disebarkan langsung kepada pegawai Dinas Kota Wonogiri, yaitu berupa daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi penelitian. Kuesioner ini menggunakan skala likert yang mana hasilnya dalam bentuk tabulasi dengan alternative jawaban yang ada dalam kuesioner yang disebarkan kepada responden.
Skor yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Sangat setuju	 = Skor 5
2) Setuju		 = Skor 4
3) Netral		 = Skor 3
4) Tidak setuju	 = Skor 2
5) Sangat tidak setuju	 = Skor 1
7. Metode Analisis Data
Teknik analisi data menggunakan SPSS. Analisis data yang digunakan adalah uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas kuesioner dan uji reliabilitas kuesioner. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolienaritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk membuktikan sejauh mana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) dan Sistem Pengendalian Intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
a. Uji Instrumen Penelitian
1. Uji Validitas Kuesioner
Uji validitas dimaksudkan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dikuesioner dapat mengukur tingkat kevaliditasan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis butir. Korelasi yang digunakan adalah Person Product Moment. Jika Koefisien Korelasi r hitung > rtabel, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut valid atau sah. Jika sebaliknya, r hitung<rtabel, maka butir pernyataan dinyatakan invalid dan harus dihapus dengan tingkat kepercayaan 0,05 (Ghozali, 2011).
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
r xy = 
Sumber : ( Arikunto, 2006 : 117 )
	Keterangan :
	r xy 	: koefisien
	N	: jumlah sampel
	∑ X	: jumlah nilai tiap-tiap item
	∑ Y	: jumlah total item
	∑ XY	: jumlah hasil kali antara X dengan Y
2. Uji Reliabilitas Kuesioner
Uji reliabilitas kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui adanya tingkat keandalan alat ukur dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur tersebut memiliki hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil Cronbach AlphaCoefficient. Suatu variabel dikatakan reliable atau dapat diandalkan jika nilai Cronbach Alpha> 0,600, dan sebaliknya jika nilai Cronbach Alpha<0<0,600 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliable (Ghozali, 2011).
Untuk uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode koefisien Cronbach Alpha. Koefisien ini merupakan koefisien reliabilitas yang sering digunakan karena koefisien ini menggambarkan variasi dari item-item, baik untuk format benar maupun salah, seperti format pada skala Likert sehingga koefisien ini merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal consistency.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Sumber : Ghozali, 2011
	Keterangan :
	α	: koefisien reliabilitas alpha
	K	: jumlah instrumen pertanyaan / pernyataan
			∑ Si2	: jumlah varian dari setiap instrumen
			Sx2	: varian dari keseluruhan instrumen
Menurut Imam Ghozali (2011), Nilai koefisien reliabilitas yang baik adalah diatas 0,600. Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika instrumen yang digunakan sudah tidak valid dan reliable maka dipastikan hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan reliable.
b. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas data dihitung dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan Level of Significant (tingkat signifikan) 5% (α 0,05). Jika data tersebut memiliki Level of Significant sama atau diatas 5% (α > 0,05) maka data tersebut terdistribusi dengan normal. Sedangkan kurang dari 5% (α < 0,05) maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2011).
2. Uji Multikolienaritas
Menurut Imam Ghozali (2011:105), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada coifficient model.Tolerance mengukur variabilitas bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Model regresi yang bebas multikolienaritas adalah yang mempunyai VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 (Ghozali, 2011).
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model terjadi keadaan dimana ada korelasi diantara variabel gangguan sehingga penafsiran tidak lagi efisien. Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi digunakan metode Durbin Watson terhadap nilai residual.Hasil perhitungan apabila diperoleh nilai Durbin Watson lebih dari nilai batas bawah (dl) dan lebih kecil dari 4 batas atas (du) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah autokorelasi (Ghozali, 2011).
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui kesalahan pengganggu memiliki varian yang sama atau tidak. Gejala heteroskedastisitas akan ditunjukan oleh koefisien regresi dari masing- masing variabel independen terhadap nilai absolut residunya. Variabel yang baik merupakan variabel yang tidak heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut dari residual sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen yang diteliti. Jika hasil pengujian menunjukan bahwa nilai sig >alpha dengan alpha 0,05. Dengan demikian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).
c. Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Sugiyono ( 2011:260 ) Analisis ini digunakan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen (kualitas laporan keuangan), sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent (sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
Y = α + β1X1 + β2X2 + ϵ
Keterangan : 
Y		: kualitas laporan keuangan
α		: konstanta
β1 β2		: koefisien regresi
X1		: sistem informasi akuntansi
X2		: sistem pengendalian intern
ϵ		: error
2. Uji t
Uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel independen (sistem informasi akuntansi, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern) secara parsial atau individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Hasil uji t dapat dilihat dari output SPSS, jika nilai signifikasi < 0,05 berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan, maka hipotesis yang diajukan dapat diterima (Ghozali, 2011).
3. Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Ghozali (2011:97) koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar keterikatan atau keeratan variabel independen (sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern) dengan variabel dependennya (kualitas laporan keuangan). Persamaan regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai R² yang baik digunakan untuk menjelaskan persamaan regresi adalah koefisien determinasi yang disesuaikan karena telah memperhitungkan jumlah variabel independen dalam suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi R² untuk menunjukan presentase tingkat kebenaran suatu prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Sumber : Sutrisno (2004 : 22)
	Keterangan :
	R2	: nilai koefisien determinasi
	Y	: kualitas laporan keuangan
	α	: konstanta
	X1	: sistem informasi akuntansi
	X2	: sistem pengendalian intern
	β1β2	: koefisien regresi masing-masing variabel
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1. Kualitas Laporan Keuangan (Y)
	NO
	PERTANYAAN
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD tempat saya bekerja, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja dimasa lalu.
	
	
	
	
	

	2
	SKPD tempat saya bekerja, menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.
	
	
	
	
	

	3
	SKPD tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan secara lengkap.
	
	
	
	
	

	4
	Transaksi yang disajikan oleh SKPD tempat saya bekerja tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
	
	
	
	
	

	5
	Informasi yang disajikan oleh SKPD tempat saya bekerja bebas dari kesalahan yang bersifat material.
	
	
	
	
	

	6
	SKPD tempat saya bekerja, menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.
	
	
	
	
	

	7
	SKPD tempat saya bekerja, informasi keuangan yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya.
	
	
	
	
	

	8
	Informasi keuangan yang disajikan oleh SKPD tempat saya bekerja, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya.
	
	
	
	
	

	9
	Sebagai karyawan bagian keuangan, saya akan mempertanggungjawabkan laporan tahunan APBD.
	
	
	
	
	

	10
	Informasi keuangan yang disajikan oleh SKPD tempat saya bekerja dapat dipahami pengguna.
	
	
	
	
	


Sumber : Setyani Ardiana (2018)






2. Sistem Informasi Akuntansi (X1)
	NO
	PERTANYAAN
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Pengguna sistem informasi mampu membantu proses administrasi secara relevan, akurat, tepat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan keuangan.
	
	
	
	
	

	2
	Sistem informasi akuntansi membantu keterandalan ketepatwaktuan dalam melaporkan laporan keuangan.
	
	
	
	
	

	3
	Sistem informasi akuntansi dapat memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
	
	
	
	
	

	4
	Sistem informasi akuntansi melakukan kontrol secara tepat terhadap asset organisasi agar pelaku bisnis dapat menerapkan strategi yang baik.
	
	
	
	
	

	5
	Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mempermudah penyampaian mengolah data informasi.
	
	
	
	
	

	6
	Sistem informasi akuntansi bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam pelaporan keuangan untuk memenuhi kewajiban melaporan laporan keuangan.
	
	
	
	
	

	7
	Sistem informasi akuntansi selalu memberikan informasi yang dibutuhkan.
	
	
	
	
	

	8
	Sistem informasi akuntansi dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi.
	
	
	
	
	

	9
	Sistem informasi akuntansi dengan mudah menyesuaikan pada berbagai kondisi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi sekarang dan dimasa yang akan datang.
	
	
	
	
	

	10
	Dengan sistem informasi akuntansi pegawai sub bagian keuangan atau akuntansi mampu mengerjakan tugasnya lebih mudah dan efisien.
	
	
	
	
	


Sumber : Setyani Ardiana (2018)



3. Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)
	NO
	PERTANYAAN
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1.
	Saya akan melakukan tujuan penerapan akuntansi, menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban pengelolaan APBD.
	
	
	
	
	

	2.
	Saya akan menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dengan transparasi dan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan pememerintah.
	
	
	
	
	

	3.
	Saya akan menyajikan laporan keuangan yang disusun sesuai karakteristik laporan keuangan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
	
	
	
	
	

	4.
	Saya akan menyajikan informasi akuntansi keuangan pemerintah selengkap mungkin.
	
	
	
	
	

	5.
	Dalam reformasi sistem informasi akuntansi pemerintahan, saya akan mencatat laporan atas dasar kas (cash-basis) dirubah atas dasar akrual (modified accrual basis).
	
	
	
	
	

	6.
	Saya akan menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang merupakan persyaratan dan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.
	
	
	
	
	

	7.
	Saya akan menyusun laporan keuangan pemerintah secara netral atau informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
	
	
	
	
	

	8.
	Dalam kenyataannya penyusunan laporan keuangan di instansi tempat saya bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
	
	
	
	
	

	9.
	Laporan keuangan yang saya susun menggunakan bahasa yang jelas serta akun-akun yang biasa digunakan dalam laporan keuangan pemerintah.
	
	
	
	
	

	10.
	Saya akan menyajikan laporan APBD disertai informasi masa lalu.
	
	
	
	
	


Sumber : Setyani Ardiana (2018)




4. Sistem Pengendalian Intern ( X3 )
	NO
	PERTANYAAN
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
	
	
	
	
	

	2
	Saya harus mengadakan pemeriksaan transaksi dan pencocokan dengan pencatatan yang ada pada bagian intern secara berkala. Formulir-formulir yang saya buat berhubungan dengan pemeriksaan kas memiliki nomor urut cetak.
	
	
	
	
	

	3
	Formulir-formulir yang saya buat berhubungan dengan pemeriksaan kas memiliki nomor urut cetak.
	
	
	
	
	

	4
	Tanpa dukungan sistem pengendalian intern yang memadai sistem informasi akuntansi yang andal digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
	
	
	
	
	

	5
	Dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam setiap kegiatan operasional SKPD dapat mengurangi tingkat kecurangan.
	
	
	
	
	

	6
	Struktur sistem pengendalian intern pada instansi tempat saya bekerja sudah mencangkup kerangka kerja perencanaan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam mencapai tujuan.
	
	
	
	
	

	7
	Sistem pengendalian intern sudah memiliki prosedur penilaian resiko yang berfungsi untuk mempengaruhi tujuan sistem pengendalian intern.
	
	
	
	
	

	8
	Sistem pengendalian intern sudah mempunyai kebijakan dan prosedur yang dapat membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan dalam menghadapi resiko yang akan mempengaruhi pencapaian misinya.
	
	
	
	
	

	9
	Informasi yang diperlukan telah dikomunikasikan keseluruh elemen unit untuk membantu pekerjaan masing-masing elemen tersebut.
	
	
	
	
	

	10
	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
	
	
	
	
	


Sumber : Setyani Ardiana (2018)
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